
70  

BAB IV 

Penutup 

4.1   Kesimpulan 

Kesimpulan dari penulisan ini menyoroti pertimbangan hakim dalam 

Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Penulis menekankan bahwa 

pertimbangan hakim dalam menerima gugatan perbuatan melawan hukum 

yang diajukan oleh Partai PRIMA melalui Perkara Nomor 

757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. tidak sepenuhnya tepat. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor mendasar, termasuk ketidakcermatan dalam menghubungkan 

fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat yang diajukan oleh 

Pemohon Banding atau Tergugat. Penulis juga mengkritisi bahwa majelis 

hakim tingkat pertama dinilai telah keliru dalam menilai bukti-bukti yang ada, 

yang pada akhirnya mempengaruhi keabsahan putusan tersebut. Kesalahan 

ini mencakup ketidakmampuan hakim dalam mengaitkan fakta-fakta yang 

relevan dengan hukum yang berlaku, yang seharusnya menjadi dasar utama 

dalam memutus perkara. Selain itu, penulis menyoroti pentingnya memahami 

kewenangan absolut peradilan perdata dalam menangani kasus ini, yang 

menurutnya tidak dipertimbangkan dengan baik oleh hakim pada tingkat 

pertama. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (case 

approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) 

untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai kekeliruan yang 

terjadi dalam putusan tersebut. Penulis juga menekankan bahwa penelitian ini 

tidak hanya penting untuk memahami putusan yang ada, tetapi juga untuk 

memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum kewarganegaraan. 

Dengan demikian, kesimpulan ini menegaskan bahwa terdapat kekeliruan 

signifikan dalam pertimbangan hakim yang mempengaruhi putusan akhir 

dalam kasus ini.  
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4.2  Saran  

Dalam penelitian mengenai sengketa antara Partai PRIMA dan Komisi 

Pemilihan Umum, terdapat beberapa saran yang dapat diambil untuk 

memperbaiki dan memperkuat sistem penyelesaian sengketa pemilu di 

Indonesia. Salah satu hal yang paling krusial adalah pentingnya para hakim 

untuk lebih memperhatikan substansi permasalahan yang dihadapi, bukan 

hanya terpaku pada pembuktian formal. Dalam kasus ini, putusan tingkat 

pertama dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena Majelis 

Hakim pada tingkat pertama terlalu fokus pada aspek formalitas tanpa 

mempertimbangkan esensi dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu, 

hakim di semua tingkatan sebaiknya melakukan analisis yang lebih 

mendalam dalam menghubungkan fakta dan bukti yang diajukan agar putusan 

yang dihasilkan lebih adil dan komprehensif.  

Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu perlu ditinjau 

ulang untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan lebih efisien dan 

efektif. Peran dan fungsi dari masing-masing lembaga yang terlibat dalam 

penyelesaian sengketa pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu , Pengadilan 

Tata Usaha Negara , dan Mahkamah Konstitusi, perlu dievaluasi dan 

dikoordinasikan dengan lebih baik. Setiap lembaga harus memiliki 

kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih untuk menghindari dualisme 

forum penyelesaian sengketa. Dengan demikian, proses penyelesaian 

sengketa dapat berjalan lebih lancar dan tidak membingungkan para pihak 

yang terlibat.’ 

Untuk mengatasi permasalahan SIPOL yang sering mengalami error 

dan bug, disarankan agar KPU melakukan evaluasi mendalam terhadap 

sistem tersebut dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan 

keamanan dan kehandalan sistem. Selain itu, KPU juga perlu memberikan 

pelatihan dan bimbingan kepada partai politik peserta pemilu dalam 

penggunaan SIPOL agar proses pengisian dokumen dan verifikasi 

administrasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Dengan demikian, diharapkan kesalahan sistem pada KPU yang 
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menyebabkan masalah dalam pemilu dapat diminimalisir dan proses pemilu 

di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efisien dan transparan. 

Transparansi, keadilan, dan ketepatan waktu juga merupakan prinsip-

prinsip yang harus dipegang teguh dalam penyelesaian sengketa pemilu. 

Semua pihak yang terlibat harus berkomitmen untuk menjalankan proses 

penyelesaian sengketa dengan jujur dan adil, serta memastikan bahwa 

putusan diambil dalam waktu yang tepat agar tidak mengganggu tahapan 

pemilu yang sedang berlangsung. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap sistem pemilu dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam 

penyelenggaraannya. Studi kasus tambahan dari negara lain yang memiliki 

sistem penyelesaian sengketa pemilu yang lebih maju dapat dijadikan 

referensi untuk mengembangkan praktik terbaik di Indonesia. Dengan 

mempelajari pengalaman negara lain, Indonesia dapat mengadopsi strategi 

dan mekanisme yang telah terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa 

pemilu, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan integritas pemilu di masa 

depan. 

Secara keseluruhan, dengan memperhatikan saran-saran tersebut, 

diharapkan sistem penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dapat 

diperbaiki dan diperkuat, sehingga dapat memberikan keadilan dan kepastian 

hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hakim di semua tingkatan harus lebih 

mendalami substansi permasalahan dan menghubungkan fakta serta bukti 

dengan lebih cermat. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan akan lebih 

adil dan komprehensif, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

sistem pemilu di Indonesia.
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